
a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan 
yang tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan oleh karenanya, maka perlu dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Serita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana Lelah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrak hir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerinlahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 ten Lang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten Lang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

- 2 - 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) scbagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
Lcntang Sistcrn lnformasi Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

20. Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pcrnbcrian dan Pemanfaatan lnsenlif Pernungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Oesa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

27. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 
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31. Pcraturan Pcmerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Togas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerinlah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lernbarun 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barangy.Jasa Pemerintah, (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 lenlang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanju 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15); 

38. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penya1uran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 198); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 701); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan 
Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan 
Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.); 

46. Peraturan Daerah I<abupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 13, Seri A.3); 
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0,00 

294.258.084.652, 73 

Rp 

Rp 

14.800.000.000,00 Rp 

5.800.000.000,00 
9.000.000.000,00 

Rp 
Rp 

Rp 309.058.084.652,73 

95.000.000.000,00 
214.058.084.652, 73 

(294.258.084.652,73) 

Rp 
Rp 

Rp 

4.321.121.168.034, 73 Rp 

3.450.896.314.058,00 
870.224.853.976,73 

Rp 
Rp 

4.026.863.083.382,00 Rp 

3.361.696.314.058,00 
665.166.769.324,00 

Rp 
Rp 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Setelah 
Perubahan 

Surplus / (Defisit) setelah 
Pcrubahan 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan : 

- Semula 
- Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan 
Pcmbiayaan Setelah 
Perubahan 

b. Pengeluaran : 
- Semula 
- Bertambah/(Berkurang) 

.Jurnlah Penerimaan 
Pcmbiayaan Setelah 
Pcrubahan 
.Jurnlah Pembiayaan Netto 
Setelah Peru bahan 

2. Belanja: 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Anggaran Pcndapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
scmula bcrjumlah Rp 3.456.696.314.058,00 bcr tarnbah 
sejumlah Rp 879.224.853.976,73 sehingga menjadi 
Rp 4.335.921.168.034,73 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Peridapatan : 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Pendapatan Setelah 
Perubahan 

Pasal 1 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI I 
TAHUN ANG GARAN 2019 

TENTANC CIREBON KABUPATEN DAERAH PERA TU RAN 

MEMUTUSKAN 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PSRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ClREBON 

dan 
BUPATI CIREBON 
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348.650.103.376,00 Rp Jumlah lain-lain 
pcndapatan daerah 
sctclah peru bahan 

sctclah peru bah an 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula Rp 9.108.533.000,00 
2) Berlambah/(Bcrkurang) Rp 735.916.579,00 

Jumlah hasil pengelolaan Rp 9.844.449.579,00 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah 
perubahan 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp 338.173.972.378,00 
2) Ber tam bah/ (Berku rang) _R~p l_0_.4_7_6_._l _30_._9_9_8~, O_O 

41.298.590.975,00 Rp 

41.698.590. 975,00 
(400.000.000,00) 

Rp 
Rp 

dimaksud pada ayat ( l) (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana 
huruf a lerdiri dari jenis Pendapalan : 
a. Pajak daerah 

1) Semula Rp 208.500.000.000,00 
2) Ber lam bah/ (Berku rang) _R~p 9_._3_5_0_. 9_4_9_. o_o_o~,_00_ 

Jumlah pajak daerah Rp 217.850.949.000,00 
setelah peru bahan 

b. Retribusi daerah 
l) Semula 
2) Bertambah/(Bcrkurang) 

Jumlah relribusi dacrah 

b. Dana perim bangan 
1) Semula Rp 2.020.945.905.353,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 236. 948.484.034,00 

Jumlah dana Rp 2.257 .894.389.387 ,00 
perimbangan setelah 
perubahan 

c. Lain-lain pendapatan yang sah 
1) Semula Rp 743.269.312.352,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 408.055.288. 713,00 

.Jurnlah lain-lain Rp 1.151.324.601.065,00 
pendapatan yang sah 
Setclah Peru bahan 

617.644.092.930,00 Rp Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah Setelah perubahan 

597.481.096.353,00 
20. 162. 996.577 ,00 

Rp 
Rp 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l lerdiri 
atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula 
2) Bcrtambah/(Berkurang) 

.• 
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461.115.736.000,00 Rp 

461.115.736.000,00 
0,00 

287. 744.801.065,00 Rp 

282.153.576.352,00 
5.591.224. 713,00 

Rp 
Rp 

0,00 Rp 

0,00 
0,00 

Rp 
Rp 

211.601.200.000,00 Rp 

0,00 
211.601.200.000,00 

Rp 
Rp 

Jumlah dana penyesuaian 
dan olonomi khusus 
setclah peru bah an 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pendapatan hibah 
sctelah peru bah an 

b. Dana darurat 
1) Semula 
2) Bertam bah/ (Berku rang) 

.Jurnlah dana darurat 
set.clah peru bah an 

c. Dana bagi hasil pajak 
1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah dana bagi hasil 
pajak setelah peru bah an 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
1) Semula Rp 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Hibah 

579.352.449.586,00 Rp 

343.392.362.000,00 
235. 960.087 .586,00 

Rp 
Rp 

1.563.639.127.000,00 Rp 

1.563.639.127 .000,00 
0,00 

Rp 
Rp 

114.902.812.801,00 Rp 

113.914.416.353,00 
988.396.448,00 

pada ayat (1) 

Rp 
Rp 

Jumlah dana bagi hasil 
setelah peru bahan 

b. Dana alokasi umum 
1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah dana bagi hasil 
setelah peru bah an 

c. Dana alokasi khusus 
1) Semula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 

.Ju mlah dana alokasi 
khusus setelah perubahan 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Dana bagi hasil 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp l .562.203.432.653,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 30.243.569.497 ,00 

Jumlah belanja pegawai Rp l .592.447.002.150,00 
setclah peru bah an 

b. Belanja Sunga 
1) Semula Rp 0,00 
2) Berlambah/(Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah belanja bunga Rp 0,00 
setelah peru bah an 

c. Belanja Subsidi 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah belanja su bsidi Rp 0,00 
setelah perubahan 

d. Belanja Hibah 
1) Semula Rp 3.075.000.000,00 
2) Bertam bah/ (Berku rang) Rp 33.126.600.000,00 

Jumlah belanja hibah Rp 36.201.600.000,00 
sctelah peru bahan 

1. 960.893.360. 973,00 Rp 

1.204.269. 932.825,00 
756.623.428.148,00 

Rp 
Rp 

2.360.227.807.06 l, 73 Rp 

2.246.626.381.233,00 
113.601.425.828, 73 

Rp 
Rp 

190.862.864.000,00 Rp 

0,00 
190.862.864.000,00 

Rp 
Rp 

langsung setelah 
perubahan 

b. Belanja Langsung 
1) Semula 
2) Ber tam bah/ (Berkurang) 

Jumlah belanja langsung 
sctclah peru bah an 

Pasal 3 

Jumlah bantuan 
kcuangan dari provinsi 
atau dari pemerintah 
daerah lainnya setelah 
pcru bahan 

.. - 10 - 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
terdiri atas : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah belanja tidak 

c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 
lainnya 
1) Semula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 
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c. Bclanja Bantuan Sosial 
1) Scmula Rp 2.026.604.000,00 
2) Berlambah/(Berkurang) RQ 106.166.000,00 

Jumlah belanja bantuan Rp 2.132.770.000,00 
sosial sctclah perubahan 

f. Belanja Bagi Hasil 
1) Semula Rp 25.0 l 9.859.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah belanja bagi hasil Rp 25.019.859.000,00 
sctclah peru bah an 

g. Belanja Bantuan Keuangan 
1) Semula Rp 635.141.090.400,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 1.119.400.000,00 

.Ju mlah belanja bantuan Rp 636.260.490.400,00 
kcuangan setelah 
pcrubahan 

h. Bclanja Tidak Terduga 
1) Semula Rp 19.160.395.180,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) RQ 49.005.690.331,73 

Jumlah bclanja Lidak Rp 68.166.085.511, 73 
lerduga setelah 
perubahan 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp 194.340.824.566,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) RQ 69.040.444.248,00 

Jumlah belanja pegawai Rp 263.381.268.814,00 
sctclah pcru bah an 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula Rp 659.084.947.661,00 
2) Bertambah/(Berkurang) R12 369.912.488.158,00 

Jumlah belanja barang Rp l.028.997.435.819,00 
dan jasa setelah 
perubahan 

c. Belanja Modal 
1) Semula Rp 350.844.160.598,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) RQ 317.670.495. 742,00 

.Jurnlah belanja modal Rp 668.514.656.340,00 
setelah peru bah an 



Jumlah penerimaan 
pi njaman daerah setelah 
perubahan 

c. Pencrimaan kembali pemberian pinjaman 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 ~~~~~~~~~~~~~ 

.Jurnlah penerimaan Rp 0,00 
kembali pemberian 
pinjaman setelah 
perubahan 

0,00 Rp 

0,00 
0,00 

Rp 
Rp 

Jumlah pencairan dana Rp 
cadangan sctelah 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 ~-=-~~~~~~~~~~- 

Ju ml ah penjualan hasil Rp 0,00 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah 
pcrubahan 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

0,00 

0,00 
0,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) 
1) Scmu la Rp 95.000.000.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 214.058.084.652,73 

Jumlah SiLPA setelah Rp 309.058.084.652,73 
pcrubahan 

b. Pencairan dana cadangan 
1) Sernu la Rp 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 

14.800.000.000,00 Rp 

5.800.000.000,00 
9.000.000.000,00 

Rp 
Rp 

Rp 309.058.084.652, 73 Ju mlah penerimaan 
pembiayaan setelah 
perubahan 

b. Pengeluaran 
1) Scmula 
2) Bertam bah/ (Berku rang) 

.Jurnlah pengeluaran 
pcmbiayaan setelah 
pcrubahan 

95.000.000.000,00 
214.058.084.652, 73 

Rp 
Rp 

( 1) Pembiayaan Dae rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
terdiri dari : 
a. Pencrimaan 

1) Scmula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Pasal 4 
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(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Dacrah dapai melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanju tnya 
dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan daru rat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. bcradu di luar kendali dan pengaruh Pemcrintah Daerah; 

dan/atau 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 
1) Semula Rp 5.800.000.000,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah penyertaan modal Rp 5.800.000.000,00 
(invcstasi) pemerintah 
daerah setelah perubahan 

c. Pcm bayaran pokok u tang 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 9.000.000.000,00 

Jumlah pembayaran Rp 9.000.000.000,00 
pokok u tang setelah 
perubahan 

d. Pemberian pinjaman daerah 
1) Scmula Rp 0,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

.Ju rnlah pernbcrian Rp 0,00 
pinjarnan daerah setelah 
perubahan 

Pasal 5 

0,00 Rp 
0,00 Rp 
0,00 Rp 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pembiayaan : 
a. Pcmbcntukan dana cadangan 

1) Scmula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah pembentukan 
dana cadangan setelah 
perubahan 

0,00 Rp 

0,00 
0,00 

Rp 
Rp 

f. Penerimaan piutang daerah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah penerimaan 
pinjaman daerah setclah 
pcrubahan 

.. - 13 - 



Bupali rncnetapkan Perat uran tcntang Pcnjabaran Perubahan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

6. Lampi ran VI Daftar Perubahan Jumlah Pcgawai Golongun 
dan Per Jabatan; 

7. Lampi ran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

8. Lampi ran IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Ringkasan Perubahan APBD; 

II Ringkasan Perubahan APBD meriu ru t Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

Ill Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menuru t 
Urusan Perncrintahan Daerah, Organisasi 
SKPD, Program dan Kegiatan; 

V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah u ntu k 
Kcselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Lampiran 

4. Lampiran 

3. Lampiran 

1. Lampiran 

2. Lampiran 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, yang terdiri dari : 

Pasal 6 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pcmulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Pengcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tcrmasuk 
belanja untuk kcperluan mendesak. 

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayal (3) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerinlah 
dacrah dan masyarakat. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINS! JAWA BARAT 
(6/243/2019) 

PATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI A· 

Diundangkan di Sumber 
padatanggal 26 September 2019 

IMRON 

ttd 

Plt. BUPATI CIREBON 
WAKIL CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
padatangga126 September 2019 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon. 

Pasal 8 
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